KOP SURAT SATKER

Nomor e Palu, ...ccoovvvieeiinnn. 20...
Lampiran @ ...
Hal : Permintaan Penerbitan SKTB untuk

Pengembalian PNBP

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu
JI. Tanjung Dako No.11
Kota Palu - 94112

Dengan Hormat,
Bersama ini kami mengajukan permintaan penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)
dalam rangka pengembalian PNBP dengan rincian sebagai berikut :

1. Alasan Permintaan Pengembalian *) :
» keterlanjuran setoran kelebihan penyetoran PNBP
» kelebihan pemotongan pada SPM atas transaksi PNBP
» kesalahan perekaman dan eksekusi Kode Billing setoran PNBP oleh Bank/ Pos Persepsi

2. Dokumen Pendukung (terlampir) :

a. Copy BPN (Bukti Penerimaan Negara) atas setoran PNBP; dan/atau
b. Copy BPN atas Potongan SPM .

Selanjutnya kami bertanggungjawab atas kebenaran permintaan pengembalian tersebut di atas dan
apabila di kemudian hari ternyata ditemukan bahwa permintaan tersebut tidak berhak dikembalikan
karena adanya audit/pemeriksaan, kami bersedia menyetor kembali sejumlah uang yang telah
diterima.

Demikian agar maklum.

Kuasa Pengguna Anggaran,

*) beri tanda ceklist pada salah satu kotak yang disediakan

TENTANG
KETERLANJURAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA

Menimbang DB e (3) ettt



Mengingat

Memperhatikan :

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

perlu menetapkan Surat Ketetapan ......... 4) ... tentang Keterlanjuran
Setoran Penerimaan Negara;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1
23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 103 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423);

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2017 tentang Tata Cara

Pembayaran Atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara.

.......................................................... (5) e

.......................................................... (6) ettt
MENETAPKAN

Keterlanjuran setoran Penerimaan Negara dengan NTPN ..... (7) .o nomor

transaksi bank/nomor transaksi pos ..... ) ... tanggal .... (9) ....... sebesar

Rp.... (10) .......

Menyetujui pengembalian sebagian/ seluruhnya keterlanjuran setoran
Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
dengan uraian sebagai berikut :

1. Jumlah uang : Rp...... (11).......

2 . Yang berhak menerima :

a. Nama Penerima e (13)eeeieeen.
b. Alamat Penerima e (14,
c. NPWP D e (1)
d. Nomor Rekening e (16).eeeereeannnene.
e. Nama Rekening e (17,
f. Nama Bank Penerima : ............... (18)eeiieieine

Atas beban:

3 . a. Fungsi, Sub Fungsi, Program  : ................ (19)eceiiiiene
b. Kegiatan, Output, Sub Output : ................. (0210) ISR
c. Klasifikasi Belanja e (02 FSSTTn
d. Akun e (22)eieeieeeen.
e. Bagian Anggaran e (23)cieeeien
f. Satuan Kerja e (24).eeieieannn.
g. Lokasi e (25)eciieieeinns

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah untuk
keperluan ..........cccceenneene (26) ...



KEEMPAT : Pencairan dana dilakukan melalui KPPN ............. (27) e

KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada ...... (28) ...... selaku penerbit Surat
Perintah Membayar Pengembalian Penerimaan (SPM PP).

Ditetapkan di .............. (29)eceieieinns

pada tanggal .............. [(R10) J

............................ (1)) R

............................ (32) e
33

............................ (34) e



PETUNJUK PENGISLAN
SURAT KETETAPAN KETERLANJURAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA

M. URALAN [SIAN

(1) |Di:

« Kuesa Pengguna Anggaran sather berkenaan unfuk pengembalian
peneimaan PGP,

« Repala KPRY Khrusus Penerimasn untuk pengembalin penerinaan
Kareng Keselahan perehaman atan hesalahen ehsekust i billng o
Bank/Pos Perszpsi
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« Direktur Pengeloean Kas Negara unfuk pengembalian penerinaan
vang disetor melahu REUN yang djulkan oleh bank/Dadan peny EIL
i i nomor pnerian st Kettapan
| {3 | Dii dengan dasar pertimbanganoya
(4] |Dis:
~ Kuasa Pengguna Angparan satker berkengan unfuk pengembalian
‘
\ ala KPP Khwsus Penerimaan untuk pengembalien penerimaan
kmem kesalahan perekaman afau kesalhan eksekus! i il olh
Bank/Pos Prsepsl;
i Diektr Pengelolm ) Kas Nege itk pengembalan peneinaan
| ang csetor melaui RKUN yang dajuken olh Bank/Badan Penyetor
\ () | Disi suret permintaen pengembalin lenghep engan nomor den
g
|6} it st kerangan telh ok el dengan nomar dan
| e
is dengan nomor NTPN
lis anggal bk
it fomda nominal daln angka
i umlsh nominal dalam angla
s} jumlzh nominal lem hurof
i nama penering.
s PP
1] nomat ekening
s naa rekening
s bk pflmenb Wlka reening
i e dan fings, sub fungs, program
i o i e K el
st kode dan uraian s
s odk dan rean g anggaran.
(14| D ko dam uran sfuan hera
‘ (’Jm Diskokmuamiss
| penerimaan pajak dan bea culi kavena adanya esalaban perchamen
(an hsekus! Rode Bling ol BankPos Persepsi, atau Penerimaan
! Negara yang disetr melalu REUN,
{17 Disi nama KPRN nembayar pengembalian peneriman
{18 { i jbatanpenerit SPEPdsestulkan ngan sfuan keanya

| inmy
]JEI)EI laan PABP,
‘ Lelnny
is dengan nomer nomar rensekl banknomor ranseksi pos
it alenat penerimn
s Kode dan rsan e, utout, s vt
Di s pengembaln, yat: eteen e el DD B
(29 i nama kota ternpat penerbitan surat etetapan




KOP SURAT SATKER

Nama
NIP

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOT & oo,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran satker ........cceveieiiiiiiniininininnns e
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1.

Bertanggung jawab penuh atas permintaan pembayaran pengembalian atas Penerimaan
Negara pada satuan kerja/bank/pos/badan lainnya ........ (4)........ sebesar Rp ....... ((5) B
(crreeeeeaenn, (5] ) untuk keperluan ....... 7).......... .

. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/ atau kelebihan atas pembayaran

pengembalian atas Penerimaan Negara tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami
bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan kembali kelebihan pembayaran
tersebut ke Kas Negara.

Segala akibat yang timbul dari pembayaran pengembalian atas Penerimaan Negara ini
menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Palu, ..o,
Kuasa Pengguna Anggaran,

Materai
6000




